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BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

Menimbang: a .	 bahwa se h u bu ngan dengan perkembangan ya ng tid a k sesuai 
d engan a s u msi kebijakan umum APBD , keadaan yan g 
menyeba bkan pergeseran antar unit organi sasi, a n ta r kegiatan 
dan a rrtar jeni s be1a nja , keadaan yang m enyebab ka n s isa lebih 
tah u n a nggaran s ebe 1u m nya h a ru s di gu nakan untuk 
pembia ya an d al am Tahun Anggaran 20 19, m a ka perlu 
d ilaku kan Perubah an Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dae rah Ka bu pa te n Lampung Selatan Tahun An ggara n 20 19; 

b .	 bahwa berdasarkan pertimbangan s ebagaimana dimaksud 
dalam h u ruf a, perlu m enetapkan Pe ratu ran Da erah te n ta n g 
Pe rubahan Anggaran . Pendapatan dan Belanj a Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 20 19; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 
ten tang Pe n etapan Undang-Undang Da rura t Nomor 4 Tahu n 
1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang
Un dang Darura t Nomor 5 Ta hu n 195 6 (Lembaran Nega ra 
Tahu n 1956 Nomo r 56) dan Undang-Undang Da rura t Nomor 6 
Tahun 19 56 (Lem baran Negara Tahun 19 56 Nomor 57) te n tang 
Pembentukan Da erah Tin gkat II Terma su k Kotapraj a , Dal am 
Lingkungan Da erah Tingk at I Sumatera Selata n Sebaga i 
Un dang- Undang (Le mbaran Negara Republik Indonesia Ta hun 
1959 No mor 57, Tambah an Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 18 21) ; 

2 .	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19 85 tentang Pajak Bumi 
d an Bangunan (Lembaran Negara Republik Ind onesi a Tahun 
1985 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indones ia Nomor 33 12 ) sebagaimana tela h di u bah d en gan 
Undang-Und ang Nomor 12 Ta hun 1994 (Lem baran Negara 
Republi k Indo n es ia Tahun 19 94 Nomor 62 , Tam bahan 
Le rn bara n Negara Republik Indone sia Nomo r 3569) ; 



3 .	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

4.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5.	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 

6.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

7.	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8.	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9 .	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

11.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12 . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 



13 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340) ; 

14.	 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

15.	 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ; 

16.	 Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 

17.	 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Pcnyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada pemerintah , 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada DPRD, dan Informasi Laporan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

18.	 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

19.	 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

20.	 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4864); 

21.	 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6177); 



22 . Pe ra turan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20 10 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesi a Tahun 2010 Nomor 119 , Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

23.	 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lem bara n Negara Republik 
Indonesi a Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 

24.	 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinja man 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

25 . Peraturan Pemerin tah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Da erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 2 
Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi a 
Nomor 5272); 

26.	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20 14 te n tang 
Pengelolaan Barang Milik Negaraj Da erah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta h u n 20 14 Nomor 92 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 33); 

27.	 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentu an Um u m d an Tata Cara Pemungutan Pajak Da erah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 

28.	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 17 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Da erah (Lem ba ran Negara Republik Indonesi a Tahun 20 17 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia 
Nomor 6041); 

29 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan d an Anggota Dewa n 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indones ia Tahun 201 7 Nomor 106 , Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ; 

30 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
P el a y a n an Minimal (Lembara n Negara Republik Indones ia 
Tahun 20 18 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesi a Nomor 6 178); 

3 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang 
Pengelolaan Keuangan Da erah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik In donesi a Nomor 632 2); 



32.	 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

33.	 Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk 
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diu bah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 
Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 11); 

34.	 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barangj Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

35.	 Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
225); 

36.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ; 

37.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diu bah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
123 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 465); 

38.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tah u n 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

39.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

40.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

41.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 701.); 



42 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 201 8 tentang 
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 121 3) ; 

4 3 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 
tentang kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Kelurahan d an Pemberdayaan Ma syarakat di Kelurahan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 8 Nomor ); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 
Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lem baran Da erah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 201 6 Nomor 16 , 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 16); 

45.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun An ggaran 20 19 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 Nomor 6 , 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 6). 

I Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

I dan 
BUPATI LAMPUNG SELATAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:	 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG 
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019. 

Pasal 1 

Anggara;n Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun An ggaran 201 9 semula 
berjurnlah Rp . 2 .2 09 .5 12.854 .8 00, 00 bertambah s ejumlah Rp .24 .036.071.476 ,00 
sehingga m enjadi Rp.2.233.548.926. 276,00 dengan rincian seba ga i berikut : 
a .	 Pendapatan 

1. sernula	 Rp.2.209.512.854.800 ,00 
2 . bertambah Rp . 24 .036.0 7 1.4 76 ,00 

.Jurnlah pendapatan setelah perubahan Rp. 2 .233 .54 8 .92 6. 2 76 ,00 
I 

b .	 Belanja 
1. sJ mu la	 Rp.2.362.017.974.009 ,00 
2 . b er t a m b ah	 Rp . 3 7 .0 2 4 .8 10 .2 89 , 12 

J Gml ah belanja setela h perubahan Rp. 2. 399.042.784 .298,1 2 
Shrplus/ (Defisit) setelah perubahan Rp . 

I 

(16 5.493 .858.022 ,1 2) 
I 

c.	 Pernbiayaan 
1. Penerirriaan Pembiayaan
 

a] semula Rp. 176.667.119.209,00
 
b) 

I 

bertambah Rp . 12 .9 88 .7 38.813 ,12
 
.Jurnlah penerimaan pembiayaan
 
sete la h peru bahan	 Rp . 189 .655 .858.022,1 2 



2 . Pengeluaran Pem bi aya an 
a) s ernu la Rp. 24 . 162. 0 00.00 0,0 0 
b) bertam bah / (be rku rang) RO. 0 ,0 0 
J u mlah pengeluaran pembi ayaan setela h 
p eru bahan Rp. 24 .162 .000. 0 0 0 ,0 0 
J u mlah Pem bi aya an netto sete lah 
perubahan Rp . 16 5.493 .8 58. 022 ,12 
Sisa lebih pembiayaan a nggaran s ete lah 
peru bahan Rp. 0 ,00 

Pasa12 

(1) Pendapa tan Daerah sebagaimana dimaksud d al am Pa sal 1 terd iri da ri : 
a . Pendapatan Ash Daerah 

1. Semula Rp. 26 0 .6 4 6 .0 2 7. 8 00 ,0 0 
2. Bertamba h RO' 16 .260.03 3 .581 ,0 0 
J umlah Pen dapatan Ash Daerah s etela h 
pe ru baha n Rp . 2 76.906 .061. 38 1,00 

b . Dana Pe rimbangan 
1. sem u la Rp .1 .43 7 .5 09 .6 12. 000 ,0 0 
2 . bertambah Rp. 2 . 12 1.07 5 .6 14 ,0 0 
J umlah Dana Perimbangan sete lah 
perubaha n Rp . 1.43 9 .6 30. 687 .614 ,00 

c. La in-lain Pe n dapatan Da erah yang Sah 
1. semu la Rp.51 1.357. 215 .000 ,0 0 
2 . be rtambah Rp. 5. 654 .9 6 2 .28 1,00 
Jumlah Lain-lain Pendapatan Da erah 
ya ng Sa h s etela h perubahan Rp. 51 7. 012 . 17 7 .28 1,00 

(2) Penclapatan Asli Da era h sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u ru f a terdiri 
dari jen is p endapatan : 
a . Pendapatan Paj ak Da erah 

1. semu la Rp. 13 0 .030.000.000 ,0 0 
2 . be rtambah RO . 8.400 .000 .0 00 ,00 
Jumla h Paj a k Da erah s e tela h perubahan Rp . 13 8 .4 30. 000 .000 ,00 

b. Ha s il Re t r ib u si Da era h 
1. semu la Rp. 11.030.03 0 .0 00 ,0 0 
2 . bertambah RO. 1.060 .1 25. 000,0 0 
Ju m lah Retribus i Da erah setelah perubahan Rp. 12 .090 . 15 5 .000 ,0 0 

c . Ha sil Pengel ola a n Kekayaan Da erah ya ng Dipis ahkan 
1. sem u la Rp . 7 .0 00 .0 00.000 ,0 0 
2 . bertambah Ro. 1.9 00. 000 .000 ,00 
J u m la h Ha s il Pengel ola an Kekaya an Da era h yang 
d ipisah kan setela h p erubahan Rp. 8 .900. 000 .000 ,00 

d . La in- lain Pendapata n As li Da erah yang sah 
1. s emula Rp . 11 2 .5 85.997. 8 00, 0 0 
2 . be rta m ba h Rp. 4.899 .908.58 1,00 
J u m lah La in-La in Pendapatan As li Daerah 
ya ng Sa h setelah perubahan Rp. 1 17.485 .9 06 .38 1,00 



(3)	 Dana Pe rimbangan seba gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terd iri d ari 
jenis pe ndapatan: 
a . Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 

1. sem u la	 Rp . 24.8 15. 907 .000,00 
2 . ber ta m ba h Ro. 9 15 .075. 6 14,00 
Jumlah Ba gi Hasil Paj ak / Bagi Ha sil Bukan Paj ak 
setelah perubaha n Rp. 2 5.730. 982 .6 14 ,00 

b . Dana Aloka si Umum 
1. sem u la 
2. be rta m ba h j (be rku ra n g) 

Rp. 
Ro. 

1.045.928.2 34 .000,00 
0, 00 

J u m lah Dana Aloka si Umu m perubahan Rp . 1.045. 928 .234 .000 ,00 

c . Dana Aloka si Khusus 
1.	 e mu la Rp. 366.765.471.000,00 
2. bertambah j (berkurang) Rp. 1.206 .000.000 ,00 
Jumlah Da n a Alokasi Khusus setelah perubahan Rp . 367 .97 1.47 1.000 ,00 

(4 ) Lain-la in Pendapatan Daerah yang sah s ebagaimana yang dimaks ud pada 
ayat (1) huruf c t e rdiri d ari jenis pendapatan : 
a . Pendapa ta n Hibah 

1. sem u la	 Rp. 99 .39 1.400 .000,00 
2. bertambah Rp . 3 .354 .962.28 1,00 
Jumlah Pend apatan Hibah se telah perubahan Rp. 102 .746 .362 .281 ,0 0 

b . Dana Bagi Hasil Pajak d ari Provins i 
1. semula	 Rp . 11 6 .100. 000 .000,00 
2. bertambah/ (berkurang) Rp . 0,00 
J umlah Dana Ba gi Ha s il Paj ak d a r i Provinsi 
setelah perubahan Rp . 116.1 00 .000 .000 ,00 

c . Dan a Penyesuaian d an Otonomi Khusus 
1. sem u la	 Rp . 29 5 .865 .815 .000,00 
2. bertambah j (berkurang) RO 0 ,00 
J umlah Dana Penyesuaian d an Otonomi Khusus 
se te lah perubahan Rp . 29 5.8 65 .815 .000,00 

d . Bantuan Keuangan d ari Provinsi atau Pemerin tah Daerah Lainnya 
1. sem u la	 Rp. 0 ,00 
2. b ertambah Rp. 2. 300.000 .000 ,00 
.Ju rn lah Ban tuan Keu angan dari Provinsi a t au 
Pem erintah Daerah La innya sete lah perubaha n Rp . 2.3 00 .000 .000 ,00 

Pasa13 

(1) Belanja Daerah s ebagaimana dimaksud d al am Pa sal 1 terd iri d a ri : 
a . Bela nja Tid ak Langsung 

1. sem u la	 Rp . 1.271 .265 .344 .048 ,00 
2 . berkurang Ro. (1. 323.51 7 .909 ,90) 
Jumlah Bel anj a Tidak Langsung 
setelah perubahan Rp . 1.269.941. 826.1 38 ,10 

b . Belanja La n gsung 
1. s emula	 Rp. 1.090.752.629.961 ,00 
2 . bertam bah Rp . 38.348 .3 28 . 199 ,02 
J umlah Bel anj a Langsung se te la h perubahan Rp. 1. 129 . 100 .958 . 160,02 



(2) Bela nj a	 Tidak La n gsun g sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) h u ruf a te rd iri 
dar i jen is belanja : 
a . Be la nja Pega wa i 

1. sern u la	 Rp . 852 .957.414.9 50 ,00 
2 . berku ra n g Rp . (12.3 27 .545 .109,90)
 
J umlah Belanja Pega wai s ete la h p erubahan Rp . 840.629.869 .840 ,10
 

b. Be la nja Bunga 
1. s em u la Rp . 3 .200 .000.000, 00
 

0 ,00
2 . be rta m ba h j (be r ku ra n g) ~R~p-=--.	 ___=_>~ 

Jumlah Belanj a Bunga set elah peru bahan Rp. 3. 200.00 0 .000,00 

c . Be lanja Hibah 
1.	 emula Rp. 29. 02 1.4 00 .000 ,0 0 
2 . b er ta m ba h Rp . 1.730 .720 .0 00 ,00 
J umlah Belanja Hib a h se te la h perubahan Rp . 3 0 .752.120 .000 ,00 

d. Be la nja Ban tuan Sosial 
1.	 em u la Rp . 1.000 .000 .000 ,0 0 
2 . be rtam bah Rp. 10.327 .559. 500 ,00 
Ju m lah Be la nja Ba n tuan So s ial 
setelah perubahan Rp . 1 1.327 .559 .500 ,0 0 

e. Be lanja Bagi Ba s il kepada Pr ovinsi j Ka bu paten j Kota dan Pemerintah Desa 
1. sem u la	 Rp. 10.579 .502 .250 ,00 
2. bertamba hj (be rkurang) Rp 0,00 
J u m la h Belanj a Ba gi Ha sil kepad a Pr ovinsi j Kabupaten j Kota dan 
Pe me rin tah Des a s e te lah Peru baha n Rp . 10 .579 .502 .250 ,0 0 

f.	 Belanja Bantuan Keuanga n kepada Provinsij Ka bupaten j Kot a dan 
Pe merin tah Des a 
1. sem u la	 Rp . 370. 6 19 .938 .000 ,00 
2. bertambah Ro. 888 .065. 700,00 
Ju m lah Bantuan Keuangan kepada Provins i jKabupaten jKota dan 
Pe merintah Desa s ete lah pe rubahan Rp. 37 1.5 19 .003 .700 ,00 

g. Be lanja Tidak Terdu ga 
1. sem u la	 Rp. 3 .887 .088 .848 ,00 
2 . berkurang Rp. (1.953 .3 18 .000 ,00)
 
J u m lah Belanja Tida k Terduga sete lah peru bahan Rp . 1.933 .770 .848 ,00
 

(3)	 Bela nja Langsung sebagaim a na dima ksud p ada ayat (1) h uruf b terdiri dari jenis 
belanja: 
a . Belanja Pega wa i 

1. s em u la	 Rp. 127.3 57.493 .8 52,00 
2 . berku rang Ro . 1.960 .5 81.328, 00 
Jumlah Belanja Pe ga wa i setelah perubahan Rp. 129 .31 8 .0 75 .180 ,00 

b. Belanj a Bara ng d an J a sa 
1. sem u la	 Rp . 436. 165.778 .024 ,00 
2 . ber tam ba h Rp. 4 .299 .2 49 .178 ,02 
Jumlah Belanj a Barang dan Jasa setela h 
perubahan Rp . 440.465 .027 .202,02 

c.	 Belanja Mod a l 
1. sem u la	 Rp . 527 .229 .358 .0 85 ,00 
2 . ber tam b a h Ro. 32 .088 .497.693 ,00 
Ju m lah Belanj a Modal setelah perubahan Rp . 559 .317 .855.778,00 



Pasa14 

(1)	 Pembiayaan sebagaimana d imaksud da1am Pa sa1 1 terdiri dari : 
a . Penerimaan Pembiayaan 

1. sernu la	 Rp. 176 .667.119. 209 ,00 
2 . b erta m ba h Rp. 12 .988 .738.813,1 2 
Jum1ah Penerimaan Pembiayaan sete1ah 
perubahan Rp. 189.655.858 .02 2 ,12 

b. Penge1uaran Pembiayaan 
1.	 em u 1a Rp . 24 . 16 2 .000 .0 0 0 ,0 0 
2. be r tam ba hj (berk u rang) Rp. 0,00 
J um1ah Penge1uaran Pembiayaan se te1a h 
perubahan Rp . 24. 162 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 

(2)	 Pene rima an Pembiayaan seba gaimana dimaksud pada aya t (1) huruf a terdiri 
dari jen is pem b iaya a n : 
a. Si LPA Tahun An ggaran Sebe1umnya
 

l.semu1a Rp. 17 6.667 .119.209,00
 
2. bertambah Rp . 12 .973.738.81 3,1 2 
Jum1ah SiLPA Tahun Anggaran Sebe1umnya 
s ete1ah perubahan Rp. 189.640.858 .022 ,12 

b . Penerimaan Kemba1i Pemberian Pinjaman 
1. s em u la Rp .	 0 ,00 
2 . bertambah Rp. 15.000.000,00 
J um1ah SiLPA Tahun An ggaran Sebelumnya 
sete1ah perubahan Rp . 15.000.000,00 

(3)	 Penge1uaran Pembiayaan seba gaimana dimaksud pada ayat (1) h u ruf b terdiri 
dari je n is pembiaya an : 
a . Pernbayaran Pokok Utang 

1. s em u la	 Rp . 24.1 62 .000.000 ,00 
2 . bertam bah j (berkurang) .::...;R=p,-,-	 0,00.	 ----=.;1....::'-...::' 

J um1ah Pembayaran Pokok Utang sete1ah 
peruba han Rp . 24 . 162 .0 0 0. 0 0 0, 0 0 
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Uraian lebih 1anjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bel anj a Daerah 
seba gai mana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan m erupakan 
bagian Ta n g tid a k terpis ahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

Lampiran I	 Rin gkasan Perubahan APBD ; 

Lampiran II	 Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan 
Da erah d an Organi sasi ; 

Lampiran 111	 Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah , Organisasi, Pendapatan , Be1anja dan Pembiayaan; 

Lampiran IV	 Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusa n 
Pemerintahan Daerah, Orga n is a s i , Program dan Kegia tan; 

Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah u ntuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah 
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; 



Lampiran VI	 Oaftar Perubaha n Jumlah Pegawai Per Gol ongan dan Per 
jabatan ; 

Lampiran VII	 Oaftar Kegi a tan-kegia tan Tahun An ggara n Sebelumnya yang 
Belum Diselesaikan dan Oianggarkan Kembali dalam Tahun 
An ggaran ini ; 

Lampira n VIII	 Oaftar Pinjaman Oa erah . 

Pasa16 

(1)	 Dala m keada an d arurat , Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan d a pat 

melakuka n pengeluaran yang belum ters edia anggarannya yang se la nju t nya 
diusulkan d al am rancangan perubahan An ggaran Pendapata n dan Belanj a 
Oaerah. 

(2 )	 Keadaan darurat sebagaima na dimaksud pada ayat (1) s eku rang-ku ra ngnya 
memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a . bukan merupakan kegiatan n ormal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan 
tidak di pred ik sikan sebelu m nya; 

b . tidak diharapkan	 terjadi s ecara berulan g; 
c . berada diluar kendal i dan pengaruh Pemerintah Oa erah ; dan 
d . mcm ilik i dampak ya ng si gnifikan terhadap anggaran dalam rangka pemuliha n 

yang d iseba bkan oleh keada an d arurat . 

(3 )	 Pendana an keada an d arurat ya ng belum te rsed ia anggaran nya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat m enggunakan belanja t idak terduga . 

(4)	 Dala m hal bela nja tidak te rduga tid ak me ncukupi d a pa t di lakukan d enga n 
ca ra : 
a . menggunaka n d a n a dari h a sil penjadwal an ulang capaian target k in erja 

program kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan 

b . mema nfa atkan u ang kas yang tersedia. 

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada aya t (1) term a suk belanja u n tu k 
keperlua n m endes ak , d en ga n k rite ria sebagai berikut : 
a. p rogram d a n k egiatan pelayanan d a s ar masyarakat yang anggarannya belum 

tercapai dal am tahu n a nggar a n berjalan; 
b. ke per luan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan m enimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi pemerin tah da erah dan m a syaraka t ; 
c. kegiatan yang diamanatkan oleh perundang-undan gan ; 
d . kegiatan waj ib m engikat ; 
e. pen a nggu lan ga n bencana a la m o 

(6 ) Pel aksana an pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat dan 
m endesak sebagaimana dimaks u d pa d a ayat (1) dan ayat (5) terle bih dahulu 
di tetapkan dengan Peraturan Bupati . 
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Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan An ggaran 
Pendapatan d a n Belanj a Da erah s ebagai Landa san Opera si on al Pela k sana an. 

Pasal S 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan . 

Agar s et iap orang m engetahuinya , memerintahkan pengundangan 
Peratura n Da erah ini dengan pen empatannya da lam Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan . 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal 15 Agustus 2019 
PIt . BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Diu n dangka n di Kalianda 
pada tangga l 15 Agustus 2 0 19 
SEKRETARIS DAE H KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

.--- - 

FREDY SM 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 2 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 02 / 890 /LS/2019 


